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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian pada showroom “M” maka 

dapat disimpulkan bukti bahwa showroom “M” belum melaksanakan 

kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah diatur dalam 

undang-undang perpajakan. Dari hasil perhitungan sebelumnya 

diketahui bahwa showroom “M” memiliki kewajiban untuk 

melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terutang atas karyawannya, Pajak 

Penghasilan pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu komponen 

dalam perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh showroom 

“M” guna meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) 

terutangnya. Setelah melakukan perbandingan perhitungan Pajak 

Penghasilan pasal 21 (PPh 21) dengan berbagai metode, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode gross up merupakan metode 

perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) terbaik untuk 

showroom “M” karena selain mengurangi pajak penghasilan badan 

(PPh badan) terutang juga dapat memberikan take home pay yang 

tinggi kepada karyawan sehingga saling menguntungkan. 

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) showroom “M” 

dapat dihitung berdasarkan hasil pencatatan showroom “M” yang 

dibuat oleh sekretaris dan administrator showroom “M”. Diketahui 

bahwa peredaran bruto showroom “M” cukup tinggi dan melebihi 
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Rp. 4.800.000.000 sehingga harus menggunakan 

perhitungan fasilitas dan non fasilitas. Dikarenakan kurangnya 

pengetahuan perpajakan, showroom “M” tidak mendokumentasikan 

semua bukti normatif terkait biaya entertaiment karena belum 

memahami cara membuat bukti normatif dan sebagainya. 

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan showroom “M” adalah 

dengan membuat bukti-bukti normatif yang diperlukan serta 

mengurangi biaya yang bersifat non deductable seperti biaya makan-

minum, natura dan biaya lain-lain. Biaya-biaya tersebut sebaiknya 

dijadikan biaya deductable dengan cara mengubah transaksi 

pemberian natura menjadi tunjangan secara tunai kepada karyawan. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) showroom “M” juga 

belum dihitung, disetor dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang 

ada. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini diatur secara 

khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga dengan 

adanya pedoman khusus tersebut maka tidak diperlukan adanya 

perencanaan pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Omzet 

showroom “M” sudah melebihi Rp. 4.800.000.000 maka seharusnya 

showroom “M” sudah dikukuhkan atau berkewajiban mengukuhkan 

dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut Pajak 

Pertambahan Nilai-Keluaran (PPN-K) pada setiap transaksi 

penjualannya. 
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5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian tidak 

dilakukan setelah showroom “X” tutup buku sehingga data yang 

dapat diperoleh hanya data periode Januari hingga November 2016. 

Penelitian ini tidak mengambil data tahun 2015 karena bentuk usaha 

showroom “X” masih usaha dagang (UD) dan data belum diarsip. 

 

5.3. Saran 

1.  Saran untuk pemilik showroom “M” 

Saran bagi pemilik showroom “M” adalah wajib mengukuhkan diri 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian showroom “M” 

harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya 

antara lain pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas para 

karyawannya, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar, jelas dan lengkap. 

2.  Saran untuk pemerintah 

Saran bagi pemerintah agar meningkatkan sosialisasi, edukasi dan 

komunikasi aktif kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha 

showroom mobil bekas agar memiliki pengetahuan yang baik 

terhadap kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga diharapkan 

meningkatkan pengawasan akan potensi penerimaan negara yang 

timbul dari sektor pajak dengan meningkatkan kuantitas dan 

kualitas sumber daya manusia dalam sektor pajak agar sistem 



140 
 

 
 

perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya 

 Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan 

penelitian selama satu periode penuh yakni mulai bulan Januari 

sampai dengan bulan Desember (sampai tutup buku) agar dapat 

diketahui dengan pasti berapa besar kewajiban perpajakan terutang 

yang harus dilunasi oleh showroom “M” pada tahun pajak tersebut. 
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